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Menimbang : a,

TATIUil 2A16

BUPATI HALMAIIERA BARA?,

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :

5 Tahun 2OOg tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24
Tahun 2OO9 tentang Pedoman Tata Cara
Perhitungan, dan Pelaporan Peftanggungiawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Paftai Politi( maka
dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungzrn
dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten
Kalmahera Barat Tahun 2OL6;
bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Tata Cara Perhitungan dan Besaran
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2OL6.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-und*g;
Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang
Perrrbahan atas Undangundang Nomor 46 tahun L999
tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
kepulauan di Frivinsi Maluku utara;
Undang-undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun zAH tentang
Pemerintah Daerah;
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5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur
Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 TahunzOOT tentang
pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Fedoman Fengelolaan Keuangan Daenrh;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tah:un
2OOg tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran
dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan
Bantuem Keuangzrn Paftai Politik;

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
l Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggareui 2OL6;

MEMUTU SKAN :

Menetapkan Tata cara Perhitungnn dan Beszrran Bnnttran
Keuangan Kepada Paftai Politik yang memperoleh Kursi di
DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016,
sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II
Kepufirsan ini;
Tata Cara Perhitungan dan Besaran Birntuan Keuangan
kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditetapkan
berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tah:un 2OO9, dengan rincian :

L. Besirrnya nilai bantuarn persuara untuk partai yang
mendapat Kursi di DPRD Kabupaten/Kota adalah
Jumlah Bantuan APBD Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan
suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota periode
sebelumrrya berdasarknn perhitungan suara yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;\

2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang
diarokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap
tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan
suara hasil Pemilu 2015 dikalikan dengan nilai
bantuan persuara;

3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
setiap tahun pada Partai Politik adalah jumlah dikalikan
dengan nilai bantuan persuara.
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setelah melakukan Perhitungan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka
diperoleh kebutuhan Anggaran Bantuan Keuangan kepada
Partai. Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2016
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

PLH. BUPATI

: Jailolo
: 5 Februari 2016

BARAT

sorYAN, MT

Tenhtsn Disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam NegeridiJakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofili;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Hatnahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan PI(AD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat diJailolo.

PE.'ABAT PARAF,
Sekretaris Daerah f,
Ass. Bid. Pem & Adm Umum W
Kepala Kantor Kesbangpolda C7]-.
Kabas Hukum & Orgs w
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TENTANG

PENENTUAN
PEMERINTAH

KEPUTUSAN BUPAN HALMAHERA BARAT
NOMOR :3ts.4{/ KPTSEI l2OL6
TANGGAL:5 Februari 2016

DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN NII.AI
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH
DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2AL6

BANTUAN
KURSI DI

ANGGARAN

Jumlah Bantuan Persuara =

Jumlah Bantuan

BANTUAN PERSUARA SESUAI PERATURAN
2009

Jumlah Bantuan Anggaran
Tatrun Anqearan .Sebelumnva
Jumlah Perolehan Suara Parpol
Yang Mendapat Kursi Periode Sebelumnya

BESAR}IYA NIIAI
NOMOR 5 TAHUN

Jumlah Bantuan Persuara = Nilai Bantuan Persuara Dikalikan Denean iumlah
Jumlah Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu

BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA PARPOL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

20L6-202L

495.569.494
53.737 Ftp. 9.223

RA BARAT

soFYAN, MT

PF^'ABAT PARAT'I
Sekretaris Daerah ,&

Ass. Bid. Pem & Adm Umum ff
Kepala Kantor Kesbanepolda td/
Kabag Hukum & Orgs W
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KEPUTUSAN BUPAN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 33 . &/ KPTSfi: /2OL6
TANGGAL:5 Februari 24rc

: DAFTAR PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016

No. Partai Politik Jlh Suara Sah
Jlh Bantuan

Suara Jumlah Bantuan

1 Partai NASDEM 3.357 9.223 Rp.30.961611

2 Partai PKB 3.824 9.223 Rp.35.268.752

3 Partai PKS 2.309 9.223 Rp.27.295.9OT

4 Partai PDI Perjuangan t5.o24 9.223 Rp. 138.566.3s2

5 Partai GOLKAR 6.772 9.223 Rp.62.458.156

6 Partai GERINDRA 7.147 9.223 Rp.65.916.781

7 Partai DEMOKRAT 9.O2L 9.223 Rp. 83.200.683

8 Partai Amanat Nasional 3.975 9.223 Rp.36.661.a25

I Partai HANURA 4.280 9.223 Rp.39.474.44O

10 Partai Bulan Bintang 2.422 9.223 Rp. 22.338.1o6

11 Partai PKPI 3.404 9.223 Rp. 31.395.092

JUMLATI 61,535 Rp.567.537.3Os

PE.IABAT PARAFI
Sekretaris Daerah ?
Ass. Bid. Pem & Adm Umum #
Kepala Kantor Kesbangpolda a/
Kabae Hukum & Orss 11/

BARAT

MT


